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Abstrak

Dalam ketentuan hukum Islam nafkah anak merupakan kewajiban yang harus
dikeluarkan oleh ayah. Bahkan ketika terjadinya perceraian biaya hadanah anak tetap
menjadi tanggungan ayah walaupun hak hadanah jatuh ke tangan ibu. Namun, yang
menjadi masalah adalah mengenai nafkah lampau anak, bisakah sang ibu mengajukan
gugatan terhadap nafkah lampau anak yang tidak dibayarkan ayahnya. Dalam salah satu
putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003
menyebutkan dalam alasan hukumnya bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi
nafkah kepada anaknya adalah lil intifa ‘(untuk mencukupi kebutuhan) bukan /it tamiik
(untuk dimiliki) sehingga kelalaian ayah dalam memberikan nafkah tidak dapat digugat.
Hal tersebut tentu saja berbanding terbalik dengan nafkah anak yang merupakan
kewajiban pokok yang harus diberikan oleh seorang ayah. Bahkan kaidah hukum dalam
putusan tersebut banyak digunakan oleh hakim sesudahnya untuk memutus perkara
yang sama. Dalam hal ini penulis mencoba memaparkan secara jelas mengenai konsep
nafkah lampau anak dan bagaimana pandangan imam mazhab mengenai nafkah lampau
anak tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), yang
obyek penelitiannya adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003.
Penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, Sedangkan analisis
datanya adalah content analisys, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik
kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilaksanakan secara
obyektif dan sistematis atau disebut juga sebagai kajian isi dimana penulis mengkaji isi
putusan dan menganalisis putusan tersebut melalui perspektif hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat
diantara imam mazhab, mazhab Hanafi dan fugaha berpendapat jika lewat masanya
maka kebutuhan anak sudah tidak ada lagi sehingga nafkah anak menjadi gugur,
sedangkan bagi ulama Syafi‘iyyah dan Malikiyah, putusan hakim memungkinkan tidak
gugurnya nafkah lampau anak. Menurut ulama Syafi‘iyyah terdapat pengecualian bagi
ayah yang tidak berada di rumah dan sengaja tidak memberikan nafkah anak sedangkan
ayahnya mampu, maka dengan adanya putusan hakim nafkah itu tidak gugur. Menurut
pendapat penulis hal ini lebih mencerminkan keadilan hukum bagi anak dan istri
disamping itu juga mempersempit kemungkinan tindakan penelantaran anak oleh
ayahnya, terutama dalam hal nafkah.

Kata kunci : Nafkah Lampau, Mahkamah Agung, Yurisprudensi.
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4 kaf ka

J Lam I ‘el

N mim m ‘em

o nun n ‘en

s waw w w

° ha’ h ha

. hamzah , apostrof
¢ ya’ y Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

LAREASY ditulis muta ‘addidah
b ditulis ‘iddah
Ta’ Marbitah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h
EUXEN ditulis hikmah
L ditulis jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan. sebagainya, kecuali bila dikehendaki- lafal

aslinya)

a. Bila diikuti dengan kata sandang “a/” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

BRRERES

ditulis

Karamah al-auliya’
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b. Bila ta’ marbirah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah

ditulis dengan t.

hillals ) ditulis Zakat al-fitr

Vokal Pendek

- fathah ditulis a
- kasrah ditulis i
2 dammah ditulis u
Vokal Panjang
1. Fathah + alif ditulis a
alala ditulis Jjahiiyah
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
(i ditulis tansa
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BN ditulis karim
4, Dammah + wawu mati ditulis a
Uas A ditulis Sfurid
Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis ai
oS ditulis bainakum
2. Fathah + wawu mati ditulis au
JsA ditulis gaul




Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Qil) ditulis a’antum
e ditulis u ‘iddat
a8 ol ditulis la’in syakartum
Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah
il ditulis al-Qur’an
o) ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang

mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya

slawddl

ditulis

as-Sama’

%]

ditulis

as-Syams

Penulisan kata-kata daam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ol 5

ditulis

zawrt al-furiid

a1l Jal

ditulis

ahl as-Sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah titipan dari Allah SWT sekaligus karunia yang tak
ternilai bagi kebahagiaan sebuah keluarga. Anak juga merupakan penerus
kehidupan manusia dimana kelak diharapkan dapat menjadi seorang yang
berguna bagi keluarganya dan masyarakat. Oleh karena itu setiap orang tua
memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan yang
baik demi tumbuh kembang anaknya di masa depan atau dalam Islam sering
disebut dengan istilah sadanah.

Para ulama figih mendefinisikan: hadanah vyaitu melakukan
pemeliharaan anak-anak yang masih Kkecil, baik laki-laki maupun perempuan,
atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang
menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan
merusaknya, mendidik ‘jasmani, -rohani dan akalnya, agar mampu berdiri
sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.*

Salah satu aspek penting yang ada dalam kewajiban orang tua dalam
memberikan perlindungan, memelihara dan mendidik anak adalah nafkah.

Nafkah artinya mengeluarkan belanja. Menurut istilah syara’ artinya sesuatu

! Abdul Rahman Ghazali, Figh Munakahat (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
2008), him. 176.



yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau keluarganya
yang berupa makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya.’

Para ulama sepakat atas wajibnya menafkahi tidak hanya kepada istri
tetapi juga anak. Dalil yang dijadikan dasar hukum adalah sebagai berikut,

Allah dalam al- Qus’an Surat at-Talaq 65: 6 berfirman:

N R I T N L R T y .57 - gt LE
R R T R AR A R
20 G O el Gl G Gile Tpaml i Byl 05 0y
de P
A 24 g s

"}/”‘.’3’7, /:., . B ’/,/o;:z/ g}/ 2 s
4 &2/ S Q,b ?jﬁj"“l,s"'ﬁ’ lg,0315  a)s] o gled
2

3 e -2 7

D&

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang
sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka
perempuan lain boleh ‘menyusukan (anak itu) untuknya” (Q.S. at-
Talaq: 6)

Dari ayat di atas, selain menjadi dasar kewajiban pemberian nafkah
kepada anak, juga tersirat bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak

terletak di pundak ayah. Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah

2 Ibnu Mas’ud & Zainal Abidin S., Figih Madzhab Syafi’l Edisi Lengkap Muamalat,
Munakahat, Jinayat (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), him. 425.

® Yayasan Wisma Damai, al-Qur’an Dengan Terjemahan dan Tafsir Singkat, Juz 28
(Jakarta: YWD, 2007), him. 1919.



kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya. Karena
menafkahi anak itu kewajiban ayah.*
Selain itu kewajiban seorang ayah memberikan nafkah juga

didasarkan pada sabda dari Rasulullah SAW:

émdﬂ\dy)écumsﬂc\)a\m&_mmg_ﬂad d\ﬂ‘\.uu\.cuc
w&uY@M&JumLﬂu\&\d}udeiﬁs(Aﬂjw
@Q;d@wwuuwuh\uy\@@sjﬂsuw\
Co gyl alla (e s34 alias adle 40 e B 050 O U4 b
de@&;dﬂ&u

“Bersumber dari ‘A‘isyah, beliau berkata: Hindun binti Utbah --istri
Abu Sufyan—datang menemui Rasulullah saw., lalu berkata: “Ya
Rasulallah! Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang sulit. Dia tidak
mau memberikan kepadaku nafkah yang mencukupiku dan
mencukupi anakku, kecuali apa yang kuambil dari hartanya tanpa
sepengetahuannya. Apakah dalam hal ini aku menanggung dosa?”
Rasulullah Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, apa yang
mencukupimu dan mencukupi anakmu. ”’

Menurut imam Hanafi, anak yang belum dewasa dan masih menuntut
ilmu pengetahuan wajib mendapatkan nafkah dari bapaknya. Anak wanita
walaupun sudah dewasa, tetapi belum kawin dan tidak mampu, berhak

mendapat nafkah dari orang tuanya yang mampu.® Nafkah anak juga tetap

4 Anonim, “Kewajiban Ayah Menafkahi Anak”,
http://www.alkhoirot.net/2012/04/kewajiban-suami-menafkahi-anak.html, diakses pada tanggal 11
November 2015, pukul 10: 23 WIB.

> al-Imam Abi Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damasyqi, Sahih Muslim bi
Syarah, Jilid 111 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), him. 83.

8 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum
Adat, Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2007), him.125.
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menjadi kewajiban yang harus diberikan walaupun ikatan antara kedua orang
tuanya telah terputus dengan adanya perceraian.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 156 Bab 17 tentang
Akibat  Putusnya Perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa:

d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab

ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak

tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak,

Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasrkan huruf (a), (b),

dan (d);

f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-

anak yang tidak turut padanya.”

Sekali lagi dalam aturan tersebut menyatakan secara tegas bahwa
pembebanan nafkah anak ditangggungkan kepada ayah walaupun hak sadanah
jatuh kepada ibu hingga batas kedewasaan anak tersebut, akan tetapi besaran
nafkah tentunya disesuaikan dengan kemampuan financial sang ayah.

Nafkah anak ini sering menimbulkan polemik karena di satu sisi,
kewajiban nafkah tersebut ditujukan untuk menjamin kepentingan sang anak,
akan tetapi di sisi lain pemenuhan dan pengelolaannya sering tidak sesuai
dengan esensi dari nafkah anak itu sendiri.?

Dalam berbagai kasus perceraian di Indonesia, nafkah anak sudah

sering disertakan sekaligus dengan pengajuan hak asuh anak. Dan majelis

7 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

8. Natsir Asnawi, “Alimentasi dan Penerapannya Di Peradilan Agama”,
https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF 9ujxbN3pMY1VUaG42U0U/edit?pli=1, diakses pada 30
April 2015, pukul 22.12.
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hakim dengan berbagai pertimbangan akan memberikan putusan yang
menyangkut besaran nafkah anak yang harus dibayarkan oleh sang ayah
setelah terjadi perceraian ketika hak asuh anak jatuh ke tangan orang lain,
dengan melihat segi kemampuan financial sang ayah dan berbagai aspek
lainnya.

Masalah yang kemudian muncul adalah mengenai nafkah lampau
anak yang tidak terbayarkan (nafkah madiyah anak). Pengertian nafkah lampau
(nafkah magdiyah) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh
suami ketika masih dalam rumah tangga.’ Sedangkan nafkah lampau anak
(nafkah madiyah anak) adalah nafkah yang tidak ditunaikan atau dilaksanakan
oleh ayah kepada anak sewaktu si ayah dan ibu dari anak tersebut masih
terikat perkawinan yang sah.

Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang secara jelas mengatur
mengenai nafkah lampau anak ini. Akan tetapi Undang-Undang No. 48 Tahun
2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa
Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu

perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas,

® Suparno, Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah Mut’ah,
‘lddah, Madhiyah, Hadhanah Suami Kepada Istri yang Dicerai (Studi Putusan Nomor 102/
Pdt.G/ 2011/ PA Banyumas) (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2013), him. 24.
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melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.10 Begitu juga dengan
perkara yang menyangkut nafkah lampau anak ini.

Salah satu putusan Mahkamah Agung RI terkait tuntutan nafkah
lampau anak ada dalam perkara Nomor 608K/ AG/ 2003. Dalam perkara
tersebut, gugatan nafkah lampau anak termasuk bagian dari proses cerai talak
yang telah diajukan oleh Pemohon sebagai suami dari termohon di Pengadilan
Agama Buntok.

Nafkah lampau anak diajukan dalam gugatan rekonvensi'! oleh
termohon kepada pemohon (tergugat rekonvensi) dimana disebutkan bahwa
sejak Januari 2000 sampai diajukannya gugatan, tergugat rekonvensi tidak
pernah memberi nafkah kepada anak penggugat rekonvensi dan tergugat
rekonvensi yang ditaksir sebesar 34 bulan x Rp. 400.000,- = Rp. 13.600.000,-
(tiga belas jutaempat ratus ribu rupiah).

Perkara ini telah diputus di Pengadilan Agama Buntok yang dalam
amar putusannya menolak semua gugatan rekonvensi termohon. Kemudian
termohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Di

dalam memberikan putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya

10 Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Pasal 10 ayat (1)

1! Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan
terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya pada saat proses pemeriksaan gugatan yang
diajukan penggugat. Lihat Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
him. 468.
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menyatakan bahwa gugatan penggugat rekonvensi N.O. (Niet Ontvankelijk
Verklaard) atau tidak dapat diterima.

Tidak puas dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan
Tinggi Agama Palangkaraya, penggugat rekonvensi kembali mengajukan
kasasi ke Mahkamah Agung RI, namun memori kasasi yang diajukan ditolak
dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
dimana Mahkamah Agung RI mengabulkan sebagian dari gugatan rekonvensi,
namun gugatan penggugat rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah lampau
anak tetap tidak dikabulkan.

Mengenai tetap tidak dikabulkannya gugatan nafkah lampau anak,
Mahkamah Agung RI mengemukakan alasan dan dasar pertimbangan yang
juga tercantum dalam putusan Nomor 608 K/AG/2003 yang berbunyi; “Bahwa
kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah lil
intifa’ bukan it tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan
nafkah kepada anaknya (nafkah madiyah anak), tidak dapat digugat”.*?

Kata /il intifa" dan lit tamiik merupakan terminologi yang lazim
digunakan dalam figih muamalah (hukum perdata), khususnya yang berkaitan

dangan hukum harta benda dan kepemilikan. Intifa" memiliki arti mengambil

12 pytusan Mahkamah Agung R.I N0.608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, termuat
dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2008.



manfaat, menggunakan manfaat, memanfaatkan. Sedangkan tamlik memiliki
arti memilikkan.'®

Dalam teori kepemilikan Islam dikenal adanya kepemilikan tidak
sempurna yaitu kepemilikan sesuatu, akan tetapi hanya bendanya saja, atau
kemanfaatannya (penggunaannya) saja. Kepemilikan kemanfaatan atau
penggunaan sesuatu (milkul manfa’ah) disebut hak pemanfaatan atau hak
penggunaan (hagqqul intifz *).** Hal ini dapat diartikan menurut putusan tersebut
anak hanya memiliki hak pemanfaatan terhadap nafkah yang menjadi
kewajiban ayahnya sehingga nafkah lampau tidak dapat digugat.

Berbeda dengan ketentuan nafkah lampau istri yang bersifat lit ramiik,
dalam arti bahwa nafkah yang tidak terbayarkan itu tetap menjadi hak bagi
isteri dan karenanya menjelma menjadi piutang isteri kepada suami yang dapat
digugat sehingga dapat dituntut oleh isteri. Dalam putusan Mahkamah Agung
Rl Nomor 608K/ AG/ 2003 ketentuan nafkah lampau anak bersifat /il intifa"
dalam ‘arti bahwa pemberian nafkah diperuntukkan bagi pemenuhan hajat
hidup anak serta untuk menjamin kesejahteraannya di masa depan.*®

Dengan adanya penolakan terhadap nafkah lampau anak ini, secara

otomatis menggugurkan kewajiban ayah memberi nafkah lampau kepada anak,

18 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah (Yogyakarta:
PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), him. 210, 215.

14 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani
dkk. (Damaskus: Darul Fikr, 2007), him. 452.

15 M. Natsir Asnawi, “Alimentasi dan Penerapannya.......



serta secara tidak langsung nafkah tersebut dibebankan dan jatuh kepada
ibunya.

Saat ini Putusan Mahkamah Agung RI tersebut banyak digunakan
hakim sesudahnya untuk memutus perkara yang sama. Atas dasar ketentuan di
atas banyak diantara hakim Pengadilan Agama yang hanya mengikuti dan
menerapkan begitu saja sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Rl Nomor
608K/ AG/ 2003 terhadap setiap perkara gugatan nafkah lampau anak, tanpa
berusaha mengungkap dan menggali fakta yang tentunya tidak selalu sama
dalam setiap perkara dengan kasus serupa.*®

Lalu apakah putusan Mahkamah Agung RI tersebut sesuai dan
relevan dengan dengan ketentuan dalam hukum Islam sedangkan kewajiban
memberikan nafkah anak dalam hukum Islam serta dalam berbagai peraturan
perundangan di Indonesia merupakan kewajiban sang ayah yang besarnya
disesuaikan dengan kemampuan sang ayah.

Berdasarkan latar belakang  tersebut diatas, penulis bermaksud
melakukan penelitian sebagai gambaran tentang masalah nafkah lampau anak
tersebut dan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul TINJAUAN

HUKUM ISLAM MENGENAI GUGATAN TERHADAP NAFKAH

16 Cik Basir, “Menolak Gugatan Nafkah Madhiyan Anak Karena Lil Intifa Relevankah
Dengan Ketentuan Islam dan Hukum Positif”, http://sigli.ms-aceh.go.id/2015/01/menolak-
gugatan-nafkah-madhiyah-anak-karena-lil-intifa-relevankah-dengan-ketentuan-islam-dan-
hukum-positif/, diakses pada 29 April 2015, pukul 05.35.



http://sigli.ms-aceh.go.id/2015/01/menolak-gugatan-nafkah-madhiyah-anak-karena-lil-intifa-relevankah-dengan-ketentuan-islam-dan-hukum-positif/
http://sigli.ms-aceh.go.id/2015/01/menolak-gugatan-nafkah-madhiyah-anak-karena-lil-intifa-relevankah-dengan-ketentuan-islam-dan-hukum-positif/
http://sigli.ms-aceh.go.id/2015/01/menolak-gugatan-nafkah-madhiyah-anak-karena-lil-intifa-relevankah-dengan-ketentuan-islam-dan-hukum-positif/
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LAMPAU ANAK YANG DILALAIKAN AYAHNYA (Studi Putusan
Mahkamah Agung Rl Nomor 608k/ Ag/2003)
B. Rumusan Masalah
Dengan mendasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan
masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa dasar hukum Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 608K/ AG/ 2003
mengenai nafkah anak yang dilalaikan ayahnya?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai nafkah lampau anak yang
dilalaikan ayahnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/

AG/ 2003?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan

Dari perumusan pokok masalah di atas, penyusunan skripsi ini mempunyai

tujuan :

a. Untuk memberikan penjelasan mengenai dasar hukum apa yang di
ambil oleh hakim dalam memutuskan kasus mengenai nafkah lampau
anak yang di lalaikan oleh ayahnya.

b. Untuk mendeskripsikan secara jelas bagaimana hukum Islam
menyikapi kasus nafkah lampau anak yang dilalaikan oleh ayahnya.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah :
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a. Sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi pengembangan disiplin
ilmu hukum Islam dalam upaya untuk menjawab persoalan nafkah
lampau anak yang dilalaikan oleh ayahnya.

b. Penelitian ini diharap mampu menjadi sumbangsih pemikiran bagi
khasanah pemikiran hukum Islam, khususnya mengenai nafkah
terhadap anak.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan secara detail mengenai nafkah lampau (nafkah magdiyah)
khususnya terhadap anak tampaknya belum banyak dijumpai dalam berbagai
literatur, namun ada beberapa ulasan mengenai nafkah, dan nafkah bagi anak
yang dapat dijumpai, antara lain:

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam bukunya Syarah
Riyadush Shalihin menjelaskan bahwa kewajiban menafkahi keluarga lebih
utama daripada berinfag di jalan Allah, karena keluarga adalah orang-orang
yang Alloh amanatkan kepadanya. Hukum menafkahi keluarga adalah fardu
‘ain. Dalam buku ini juga dicantumkan hadits-hadits mengenai kecaman dan
ancaman bagi orang yang melalaikan setiap makhluk yang menjadi
tanggungannya, baik itu manusia atau yang lainnya.*’

Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Figih Munakahat dan

Undang-Undang Perkawinan, karya Amir Syarifudin. Didalamnya berisi

17 Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syarah Riyadush Shalihin, Jilid Il terj.
Muhammad Rasikh dkk (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), him. 470.
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mengenai sebab-sebab seorang wajib memberi nafkah adalah satu dari tiga
perkara, yaitu keturunan, pernikahan dan pemilikan. Nafkah merupakan hak
anak dari sebab keturunan. Kewajiban dan hak tidak bisa terpisahkan karena
keduanya saling melengkapi. Apabila salah satu dari kedua hal tersebut tidak
dilaksanakan maka akan menimbulkan ketidak harmonisan dalam
keberlangsungan rumah tangga. Yang dimaksud dengan kewajiban di sini
adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain, sedangkan hak
adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Hak anak
merupakan kewajiban bagi ayah, sebaliknya kewajiban anak merupakan hak
bagi ayah.'®

Zakiah Darajat dalam bukunya Illmu Figh menjelaskan mengenai
nafkah meliputi pengertian dan dasar hukum nafkah, syarat-syarat wajib
nafkah, dasar hukum serta siapa saja orang yang berhak menerima nafkah.
Dalam buku ini juga berisi pembahasan mengenai /sadanah (pendidikan dan
pemeliharaan anak).'

Skripsi yang disusun oleh Ratna Gunanti tahun 2006 dengan judul
“Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri (Studi Analisis Kompilasi Hukum
Islam Pasal 80 Ayat 4)”. Pada skripsi ini, penulis membahas mengenai natkah

terhadap istri yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

8 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Figih Munakahat

dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2000), him. 159.

141.

19 Zakiah Darajat, llmu Figh, Jilid Il (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), him.
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suami sebagai konsekuensi perkawinan, analisis mengenai sumber hukum yang
digunakan dalam perumusan nafkah Istri dalam KHI pasal 80 ayat 4 dimana
KHI merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan di Indonesia
khususnya bagi umat Islam Indonesia.?

Skripsi yang disusun oleh Muchojin tahun 2013 dengan judul
“Hadhanah dan Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Nomor
1745/ Pdt.G/ 2011/ PA. Purbalingga). Dalam skripsi ini didapatkan kesimpulan
bahwa hak hadhanah bisa jatuh ke tangan ayah walaupun anak tersebut berusia
kurang dari 12 tahun karena ibunya dianggap tidak cakap dan memenuhi syarat
amanah untuk mengasuh anaknya. Sedangkan nafkah menjadi tanggungjawab
ayah dan besarnya disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam putusan
tersebut tidak ada gugatan menganai lafkah lampau anak yang tidak diberikan
oleh ayahnya.?

Skripsi yang disusun oleh Nining Marwati tahun 2007 dengan judul
“Istri Sebagai Penanggungjawab. Nakah Keluarga dalam Perspektif Hukum
Islam”. Pada intinya skripsi ini membahas mengenai analisis figih klasik
mengenai hukum istri dalam menafkahi keluarga dan keterkaitannya dengan
kewajiban suami dalam menafkahi keluarga. Kesimpulan dalam skripsi ini Istri

boleh menafkahi suaminya yang tidak mampu, dengan catatan bahwa biaya

20 Ratna Gunanti, Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri (Studi Analisis Kompilasi
Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4, skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006).

? Muchojin, Hadanah dan Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan
Nomor: 1745/ Pdt.G/ 2011/ PA. Purbalingga) (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2013).
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yang telah dikeluarkan tetap dianggap sebagai hutang suami, karena kewajiban
nafkah tetap tanggungjawab suami atau jika istri rela memberikannya, tanpa
dianggap hutang maka hal itu dianggap lebih baik.*

Skripsi yang disusun oleh Suparno tahun 2013 dengan judul
“Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Biaya Natkah Mut’ah,
‘lddah, Madiyah, Hadanah Suami Kepada Istri yang Dicerai (Studi Putusan
Nomor 102/ Pdt.G/ 2011/ PA Banyumas). Skripsi ini menitikberatkan pada
hasil putusan dimana besaran biaya beberapa nafkah diatas berbeda-beda,
dimana majelis hakim melihat kenyataan-kenyataan yang ada dari kedua belah
pihak yang berperkara dan dikuatkan dari keterangan saksi yang dihadirkan
dalam persidangan.?

Sejauh pengamatan penulis belum ada yang memaparkan secara detail
mengenai nafkah lampau anak, untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat
persoalan nafkah lampau anak khusunya yang ada dalam putusan MA RI
nomor 608K/ AG/ 2003 dalam tinjauan hukum islam.

E. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang

memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan

22 Nining Marwati, Istri Sebagai Penanggungjawab Nakah Keluarga dalam Perspektif
Hukum Islam (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007).

2 Suparno, Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Biaya Nafkah Mut’ah,
‘lddah, Madhiyah, Hadhanah Suami Kepada Istri yang Dicerai (Studi Putusan Nomor 102/
Pdt.G/ 2011/ PA Banyumas) (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2013).
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dibahas secara umum. Dalam hal ini penulisan skripsi disusun dalam beberapa
bab, yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama mencakup pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori meliputi sub bab pertama berisi
tentang pengertian nafkah dalam figih, sub bab kedua berisi tentang dasar
hukum dan tanggungjawab nafkah, sub bab ketiga berisi tentang sebab-sebab
yang mewajibkan nafkah, sub bab keempat berisi mengenai kadar dan ukuran
nafkah, sub bab terakhir berisi tentang konsep nafkah lampau dalam figih.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang meliputi, jenis
dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data
dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung
pada perkara No. 608 K/ AG/2003 tentang penolakan gugatan nafkah lampau
ayah terhadap anak meliputi sub bab pertama deskripsi putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 608K/ AG/ 2003, sub bab kedua berisi dasar hukum yang
digunakan oleh Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara tersebut, sub
bab ketiga berisi tentang tinjauan hukum Islam mengenai nafkah lampau anak

yang dilalaikan ayahnya dalam putusan tersebut.
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Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari
permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab ini disertai juga saran yang

dipandang perlu.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan kajian yang telah penulis laksanakan maka dapat dirumuskan
beberapa kesimpulan:

1. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 608K/AG/2003 menyatakan bahwa
gugatan terhadap nafkah lampau anak yang dilalaikan ayahnya ditolak. Dasar
pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Mahkamah
Agung Rl Nomor 608K/Ag/2003 yakni “Bahwa kewajiban seorang ayah
memberikan nafkah kepada ayahnya adalah /il intifa® (untuk memenuhi
kebutuhan) bukan /il tamiik (untuk kepemilikan), maka kelalaian seorang ayah
yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madiyah anak) tidak
bisa digugat”. Hal ini menguatkan putusan mengenai nafkah lampau anak pada
tingkat pertama dan tingkat banding yang menyatakan menolak gugatan
rekonvensi mengenai nafkah lampau anak. Sedangkan dasar hukum yang
digunakan oleh Mahkamah Agung tidak dicantumkan secara jelas dalam isi
putusan tersebut.

2. Menurut perspektif hukum Islam terdapat perbedaan pendapat tentang nafkah
lampau anak. Menurut pendapat Mazhab Hanafi dan para fugaha nafkah anak
yang telah lewat tidak lantas menjadi hutang bagi sang ayah dikarenakan

kewajiban nafkah ayah untuk memenuhi kebutuhan anak (lil intifa®) , jika

80
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lewat masanya maka kebutuhan sudah tidak ada lagi sehingga nafkah menjadi
gugur. Pendapat Ulama Hanafi dan para fugaha sesuai dengan putusan
Mahkamah Agung Rl Nomor 608K/AG/2003.

Namun Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 kurang sesuai
dengan pendapat Ulama Syafi’iyyah. Dalam putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 608K/AG/2003 nafkah lampau anak mutlak tidak dapat digugat,
sedangkan menurut pendapat ulama Syafi’iyyah masih memberikan
pengecualian terhadap kata lil intifa®, ketika ditentukan oleh hakim atau
mendapat izin untuk berhutang. Sebab, sang ayah sedang tidak dirumah atau
sengaja melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada anak.

B. Saran-saran

1. Para hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya menggunakan dasar
hukum putusan yang jelas darimana pertimbangan dalam putusan tersebut
diambil dan dinukilkan. Artinya dalam putusan harus menggambarkan dasar
hukumnya.

2. Para hakim dalam Lembaga peradilan dimana lembaga ini berfungsi sebagai
penegak hukum dalam masyarakat didalam memutus suatu perkara hendaknya
melihat dari beberapa pendapat hukum yang berbeda untuk mendapatkan suatu
putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga keadilan

hukum bagi masyarakat.
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